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ABSTRAK 
 
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MOBIL TIPE LOW COST GREEN CAR 
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI SULAWESI SELATAN 
 
TAX CONTRIBUTION ANALYSIS OF LOW COST GREEN CAR TYPE TO 
VEHICLE TAX INCOME IN SOUTH SULAWESI  
 
Gabriel Clinton Male 
A. Kusumawati 
Yohanis Rura 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak mobil tipe 
Low Cost Green Car terhadap peneriman pajak kendaraan bermotor. Sumber 
data penelitian ini diperoleh dari data wawancara dan observasi (primer) dan 
data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Sulawesi Selatan (sekunder). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data 
deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak mobil Low Cost 
Green Car terhadap pajak kendaraan bermotor masih tergolong kecil. Pada 
tahun kedua produksinya meningkat sebesar 200%. Pencatatan pajak mobil tipe 
Low Cost Green Car dalam realisasi penerimaan asli daerah dimasukkan ke 
dalam gabungan pajak jenis mobil sedan station wagon jeep. Persentase tingkat 
efektifitas pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat 
tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014. 
 
Kata Kunci: efektifitas, kontribusi, low cost green car, pajak kendaraan bermotor, 
pendapatan asli daerah. 
 
This research aims to determine the tax contribution of Low Cost Green Car type 
to vehicle tax income of South Sulawesi. Data Sources of this research was 
obtained from interview and observation (primary data) targets and realization tax 
vehicle revenue in South Sulawesi (secondary data). This study used a 
quantitative approach and the method of data analysis that used was descriptive. 
Research finding show that tax contribution of Low Cost Green Car type was 
small. In the second year, the productivity of Low Cost Green Car increased up to 
200%. Tax entry of Low Cost Green Car in regional source revenue was merged 
into combination of type sedan, station wagon, jeep tax. The percentage of the 
effectiveness's level of vehicle tax revenue from year to year has increased but 
decreased in 2014. 
 
Keywords: effectiveness, contribution, low cost green car, vehicle tax income, 
regional source revenue. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan 
negara bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 
perkembangannya telah mengalami revisi dalam Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, 
kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan revisi terakhir  
menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia yang sangat 
besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan 
pembangunan nasional, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 
1999 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah yang terakhir direvisi dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 
terakhir direvisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
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Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
yang Berlaku. Peraturan tersebut memberikan dampak yang sangat luas 
terhadap perkembangan pemerintahan di daerah dalam bidang perpajakan yakni 
pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan pajak 
yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa “pajak daerah merupakan pajak yang 
wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk 
kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. Pajak 
daerah terdiri dari Pajak Provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah Tingkat I (Provinsi), dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut 
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Oleh sebab itu setiap 
pemerintah daerah diberikan kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur 
tentang perpajakan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang 
mengatur penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi empat jenis pajak, yang salah satunya 
adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor diatur 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010, pasal 
3 bahwa “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.  
Seiring meningkatnya perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan dan 
berkembangnya daerah-daerah urban di Kota/Kabupaten Sulawesi Selatan, 
kebutuhan masyarakat akan moda transportasi darat untuk menjangkau satu 
lokasi ke lokasi lain makin meningkat. Salah satu moda transportasi yang 
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dibutuhkan yaitu kendaraan roda empat. Penjualan kendaraan roda empat di 
Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Menurut data dari Dirlantas Polda Sulsel (periode Januari 
sampai Maret 2014), penjualan kendaraan roda empat mencapai 6.099 unit. 
Selain itu didukung juga dengan data dari Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia (GAIKINDO) yang mengatakan bahwa penjualan kendaraan 
roda empat di Kota Makassar tahun 2013 meningkat 13% atau sekitar 2.768 unit 
dibandingkan tahun 2012 yang hanya 2.450 unit.  
Dalam kebijakan industri nasional, industri alat transportasi merupakan 
salah satu sub-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan, sehingga 
diperlukan adanya kebijakan yang kondusif. Kementerian Perindustrian 
(KEMENPERIN) telah menerbitkan kebijakan mengenai mobil murah dan ramah 
lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). Kebijakan ini tentunya akan 
menumbuhkan minat dan daya beli masyarakat dalam berbagai lapisan kelas 
ekonomi termasuk ekonomi kelas bawah, mengingat hingga kini masih ada 
anggapan bahwa hanya masyarakat lapisan ekonomi kelas menengah ke atas 
yang dapat menggunakan mobil pribadi. Dengan adanya peraturan pemerintah 
mengenai mobil LCGC, produsen mobil akan berlomba-lomba untuk 
mengeluarkan produk sesuai standar yang dikeluarkan pemerintah, mengingat 
pangsa pasar mobil ini sangat luas dengan mencakup seluruh lapisan 
masyarakat dari ekonomi kelas atas sampai ekonomi kelas bawah.  
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini produk mobil LCGC telah 
menjadi salah satu favorit masyarakat untuk berpergian, sehingga membuat 
keberadaan mobil-mobil ini semakin marak ditemukan di jalan raya. Hal ini 
secara tidak langsung akan membuka peluang bagi pemerintah untuk 
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan 
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Bermotor. Berdasarkan fenomena dan situasi yang terjadi, peneliti ingin melihat 
seberapa besar kontribusi pajak yang diterima dari pertumbuhan mobil tipe 
LCGC terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan, sehingga 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi 
Pajak Mobil Tipe Low Cost Green Car terhadap Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Berapa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah 
berlakunya penjualan mobil LCGC di Sulawesi Selatan?  
2. Berapa kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan yang bersumber dari pajak mobil tipe LCGC? 
3. Berapa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di 
Sulawesi Selatan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum 
dan sesudah berlakunya penjualan mobil LCGC di Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor yang bersumber dari pajak mobil tipe LCGC di 
Sulawesi Selatan. 
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor di Sulawesi Selatan. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai batasan bagi peneliti untuk 
mengambil data dan melakukan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini 
dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
1.5.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerimaan 
daerah Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. 
 
1.5.2 Kegunaan Praktis 
a. Penelitian ini memberikan informasi tentang pertumbuhan kendaraan 
roda empat khususnya tipe LCGC di Sulawesi Selatan. 
b. Memberi informasi bagi pihak yang ingin menggunakannya sebagai 
bahan pembanding, pelengkap dan menambah kepustakaan. 
c. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan 
kegiatan penelitian lebih lanjut.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan usulan penelitian skripsi ini merujuk pada Pedoman 
Penulisan Skripsi. Dalam usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, 
sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori 
dan penelitian terdahulu, hipotesis yang akan diuji, serta kerangka 
teoretis/berpikir. 
6 
 
BAB III METODE PENELITIAN. Pada Bab III ini, menguraikan metode penelitian 
yang akan digunakan dalam melakukan analisis, meliputi rancangan penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data 
penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab IV berisi uraian tentang data dan temuan yang 
diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab 
III. 
BAB V PENUTUP. Dalam bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, 
implikasi dan tindak lanjut, serta keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran 
dan rekomendasi yang diajukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011), untuk melakukan pemungutan pajak terdapat 
teori-teori yang mendukung kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut. 
1. Teori Asuransi 
Teori ini dikemukakan oleh negara melindungi keselamatan jiwa, harta 
benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus 
membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi 
karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. (Brotodiharjo. 
2010) 
2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar 
kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang 
harus dibayar. (Brotodiharjo. 2010) 
3. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 
harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 
mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 
materiil yang harus dipenuhi. 
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4. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 
dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 
selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 
kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akam 
menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 
masyarakat lebih diutamakan.  
 
2.1.2 Kontribusi 
Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online, 2015) 
berkaitan dengan sumbangsih. Artinya kontribusi adalah peran nyata dalam 
keikutsertaan terhadap sesuatu. 
Menurut kamus ekonomi (Guritno, 1997:76) “kontribusi adalah sesuatu 
yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 
kerugian tertentu atau bersama”. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat 
diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak kendaraan 
bermotor mobil LCGC terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
2.1.3 Potensi Pajak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online, 2015), “potensi adalah 
kemampuan yg mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan”. Hal ini berkaitan 
dengan kekuatan, kesanggupan, ataupun daya. 
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Menurut Suwarno dan Suhartiningsih (2008), “potensi pajak (daerah) 
adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan 
yang pantas yang dikenakan pajak dalam keadaan 100%”. 
 
2.1.4 Efektifitas 
Menurut Mardiasmo (2009:134) “efektifitas adalah ukuran berhasil 
tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah 
berjalan dengan efektif. 
Efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah 
dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak 
daerah yang ditargetkan. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat 
keberhasilan suatu operasi sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan 
efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan 
menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah 
ditentukan (Mahmudi, 2010).  
 
2.1.5 Landasan Hukum Mobil Low Cost Green Car 
Mobil murah atau Low Cost and Green Car (LCGC) adalah mobil yang 
diciptakan dengan konsep ramah lingkungan dan juga murah dalam operasional.  
Mobil murah atau LCGC diatur dalam payung hukum Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2013, bersama-sama dengan low carbon emission, mobil listrik 
dan hybrid biodiesel.  Ada beberapa persyaratan suatu mobil dikatakan sebagai 
mobil LCGC, antara lain sebagai berikut. 
1. Hemat energi 
LCGC lebih efisien dibanding jenis mobil yang lain dalam hal konsumsi 
bahan bakar, yaitu kisaran 20 km/liter.  Selain ramah terhadap isi 
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kantong juga ramah terhadap lingkungan karena semakin sedikit 
mengeluarkan emisi bahan bakar dengan jarak tempuh lebih jauh. 
2. Harga terjangkau 
Rata-rata harga mobil LCGC di Indonesia berkisar antara Rp. 
75.000.000 s.d Rp. 100.000.000. Ini sangat jauh lebih murah bila 
dibandingkan dengan mobil MPV yang harganya berkisar antara Rp. 
160.000.000 s.d Rp .250.000.000. 
3. Model dan logo mencerminkan Indonesia 
Banyak mobil LCGC di negara-negara lain yang serupa sehingga 
LCGC di Indonesia harus menggunakan logo yang mencerminkan 
Indonesia.   
Selain beberapa syarat yang telah dijabarkan, LCGC juga mempunyai 
spesifikasi mesin maksimal antara bensin dan solar. Mobil bensin mempunyai 
spesifikasi mesin maksimal 1.200 cc, minimal 1 liter BBM untuk 20 KM.  Mobil 
solar maksimum 1.500 cc, minimal 1 liter BBM untuk 20 KM.  Jika sudah 
memenuhi persyaratan yang diberikan, maka pengenaan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM) mobil LCGC adalah 0%.  
Untuk mendukung program pemerintah mengenai produksi mobil Low Cost 
Green Car (LCGC), telah dikeluarkan beberapa dasar hukum mengenai mobil 
murah. Adapun beberapa peraturan yang memayungi diantaranya sebagai 
berikut. 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena 
Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang 
Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk LCGC, 
program low carbon emission, mobil listrik, dan  hybrid biodiesel. 
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2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang 
Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and 
Green Car (LCGC).  
 
2.1.6 Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.6.1 Pengertian Pajak 
Pengertian atau definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo 
(2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. Menurut Waluyo dan Ilyas (2005), “Pajak adalah 
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 
Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ”Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran negara”.  
 
2.1.6.2 Fungsi Pajak 
Pajak memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. 
12 
 
 
1. Fungsi stabilitas, artinya pajak sebagai instrumen untuk menjaga 
stabilitas ekonomi suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk 
mengatasi ketidakstabilan ekonomi melalui penentuan tarif pajak. 
2. Fungsi regulasi, artinya pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak berfungsi mengatur 
perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang cepat dan tepat sasaran. 
3. Fungsi anggaran, artinya pajak sebagai sumber penerimaan negara 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan 
pelayanan publik. 
4. Fungsi alokasi, artinya pajak digunakan untuk membiayai dan 
menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. 
5. Fungsi distribusi; artinya pajak digunakan untuk membiayai 
pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. Atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk 
pemerataan pendapatan. 
 
2.1.6.3 Pengelompokan Pajak 
Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi 
dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, yaitu sebagai berikut. 
1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya 
a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri 
oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan 
atau digeser kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), 
PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain 
untuk menanggungnya. 
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b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat 
dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak 
lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan 
oleh penjual kepada pembeli. 
2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subyektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang 
dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi 
wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan 
keluarga atau tidak).  
b. Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang 
dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya 
saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.  
Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya 
juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung 
pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk 
dikenakan PPN. 
3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak Pusat (Pajak Negara) yaitu pajak yang wewenang 
pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah yaitu pajak 
yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan 
digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 
pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari: 
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i.  Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
Tingkat I (Provinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
ii. Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak 
Restoran dan Pajak Hiburan. 
 
2.1.6.4 Sistem pemungutan pajak 
Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara yang dipergunakan untuk 
menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang 
terutang oleh seseorang. 
1. Official Assesment System 
Official Assesment System yaitu system pemungutan pajak yang 
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak 
dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini 
utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai 
dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak).  
2. Self Assesment System 
Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang wajib pajak menghitung besarnya pajak terutang dan 
diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, 
sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 
sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 
3. With Holding System 
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With Holding System yaitu system pemungutan pajak yang 
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak 
ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).  
 
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah 
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo 
(2002:132), “PAD adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. PAD adalah pendapatan 
yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh 
pemerintah daerah sehingga menjadi tulang pungung pembiayaan daerah, 
Tuntutan Peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.  
Dalam penggalian dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak 
permasalahan yang ditemukan, menurut Tunggal (1999:67) hal ini dapat 
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 
a. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. 
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. 
Dari segi upaya pemungutan pajak, banyak bantuan dan subsidi ini 
mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PADnya, dan lebih 
mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk 
memperoleh tambahan bantuan. 
b. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. 
Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh 
biaya pungut yang besar. 
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c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. 
Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi 
daerah. 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: 
PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.  
 
Pada pasal 6 undang-undang tersebut juga tercantum sumber-sumber 
PAD yang terdiri dari: 
1. pajak daerah, 
2. retribusi daerah,  
3. hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
4. lain-lain PAD yang sah. 
Salah satu sumber pembiayaan tersebut diharapkan dari penerimaan 
daerah yang diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang penerimaan yang terdiri dari sebagai berikut. 
1. Pendapatan Asli Daerah  
a. Hasil Pajak Daerah. 
b. Hasil Retribusi Daerah.  
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan, dan 
d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.  
2. Dana Perimbangan   
a. Pinjaman Daerah, dan  
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
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2.1.8 Pajak Daerah 
2.1.8.1 Pengertian Pajak Daerah 
Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau 
dari subjek dan objeknya. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah 
konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. 
 
2.1.8.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 
Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang 
telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan 
daerah. Dasar hukum sebagai landasan dalam pemungutan Pajak Daerah 
adalah sebagai berikut. 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi. 
7. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah. 
 
2.1.8.3 Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah  
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah 
Otonom, telah membawa pembangunan yang cukup besar dan mendasar dalam 
pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta 
pembangunan daerah.  
Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah 
daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan 
uang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut 
juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar 
semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung 
jawabnya.  
 
2.1.8.4 Subjek dan Objek Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa 
“Subjek Pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, menguasai, 
mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati objek pajak 
daerah. Sedangkan Objek Pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, 
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pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penggunaan barang dan jasa yang 
dapat dikenakan pajak daerah”. Potensi daerah dapat dijadikan objek pajak 
daerah apabila: 
1. terletak dalam wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat yang 
ada pada daerah tersebut, 
2. objek pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum,  
3. bersifat pajak dan bukan retribusi,  
4. tidak berpotensi memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek 
keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
 
2.1.8.5 Jenis Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Bab II pasal 2, pajak daerah terbagi menjadi dua 
yaitu sebagai berikut. 
1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:  
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
d. Pajak Air Permukaan; dan  
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran;  
c. Pajak Hiburan; 
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d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet;  
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
 
2.1.9 Pajak Kendaraan Bermotor   
2.1.9.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor  
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 
penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.   
 
2.1.9.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor   
Semula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak 
Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring 
dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan 
dilakukan pemisahan secara tegas antara Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
Diatas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & 
PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering dibagi menjadi dua yaitu PKB dan 
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PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda 
dengan kendaraan di atas air.  
Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi 
di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 
provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah 
harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan 
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 
pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah 
provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu 
peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.     
 
2.1.9.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor  
Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai beriku. 
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
 
2.1.9.4 Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Objek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor 
yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan, sebagai berikut. 
1. Bandara  
2. Pelabuhan laut  
3. Perkebunan  
4. Kehutanan 
5. Pertanian  
6. Pertambangan   
7. Industri  
8. Perdagangan  
Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban 
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. 
Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang 
pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.   
 
2.1.9.5 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor  
PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua 
belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
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dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah pada bank, atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran 
pajak daerah. 
Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti 
pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat 
melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu sebagai berikut. 
1. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo 
yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 25% dari pokok pajak.  
2. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam 
SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi 
administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat terhutangnya pajak.  
Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 
gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. 
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah. 
 
2.1.9.6 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan 
Bermotor  
Perhitungan PKB Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 
pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:  
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Tabel 2.1 Rumus Perhitungan PKB 
Pajak Kendaraan Bermotor = Tarif dasar x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
DPP = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x Bobot Kendaraan Bermotor 
 
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor 10 
Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  Dasar  Pengenaan,  Tarif  dan  Cara 
Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut. 
1. Dalam  pasal  6  angka  (1)  dasar  pengenaan  PKB  adalah  hasil  
perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu: 
a. Nilai jual kendaraan bermotor. 
b. Bobot  yang  mencerminkan  secara  relatif  tingkat  kerusakan  
jalan dan/atau pencemaran  lingkungan  akibat  penggunaan  
kendaraan bermotor. 
2. Pada angka (2) pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  
huruf  b  dinyatakan  dalam  koefisien  yang  dinilai  1  (satu)  atau  
lebih  besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut. 
a. Koefisien  sama  dengan  1  (satu)  berarti  kerusakan  jalan  
dan/atau pencemaran  lingkungan  oleh  penggunaan  kendaraan  
bermotor  tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. 
b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan 
bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 
Kemudian pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 
1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda 
dan berat Kendaraan Bermotor. 
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2. Jenis  bahan  bakar  Kendaraan  Bermotor  yang  dibedakan  menurut 
solar,  bensin,  gas,  listrik, dan tenaga  surya  atau  jenis  bahan  
bakar lainnya. 
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan 
Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, 
dan isi silinder. 
Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Nomor 10  Tahun  
2010  tentang  Pajak  Daerah  juga  membahas  mengenai  Kendaraan  Bermotor  
yang  digunakan  di  luar  jalan  umum,  hal  tersebut  diatur  dalam pasal 7 angka 
(1), (2), (3), (4) dan (5) yakni sebagai berikut. 
1. Khusus  untuk  Kendaraan  Bermotor  yang  digunakan  di  luar  jalan 
umum,  termasuk  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar,  dasar 
pengenaan PKB adalah NJKB. 
2. NJKB  ditentukan  berdasarkan  Harga  Pasaran  Umum  atas  suatu 
Kendaraan Bermotor  
3. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat. 
4. NJKB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan 
berdasarkan  harga  pasaran  umum  pada   minggu  pertama  bulan 
desember tahun pajak sebelumnya. 
5. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak 
diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh 
faktor-faktor sebagai berikut. 
a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan 
tenaga yang sama. 
b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi. 
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c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor 
yang sama. 
d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan 
Bermotor yang sama. 
e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor. 
f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis. 
g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB). 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 5 tarif PKB, 
Dasar pengenaan PKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah berpedoman dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dibagi 
menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, 
yaitu sebagai berikut. 
1. Kendaraan bermotor pribadi:  
a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama  sebesar 1,5% 
(satu koma lima persen);  
b. kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan 
secara progresif untuk kendaraan pribadi yaitu: 
i.  kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma 
lima persen); 
ii. kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5% (tiga koma 
lima persen); 
iii. kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5% (empat 
koma lima persen); 
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iv. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma 
lima persen) .  
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen). 
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, 
ambulance dan pemadam kebakaran  sebesar 0,5% (nol koma lima  
persen). 
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua 
persen). 
 
2.2 Tinjauan Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2014) mengenai Analisis 
Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini didesain untuk mengetahui 
berapa besar kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012 dan Potensi PKB terhadap PAD Provinsi 
Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 
peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama 
periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 
unit sepeda motor pertahun. Kemudian kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi 
Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi beriksar antara sekitar 
25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%. 
Penelitian yang dilakukan oleh Febriati (2011) mengenai Sistem 
Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD 
pada Dispenda Kota Singkawang, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 
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Unit Pelayanan Pendapatan Daerah khususnya pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan faktor 
eksternal dapat dilihat dari luas wilayah Kota Singkawang yang menyebabkan 
penerimaan belum mencapai target karena keterlambatan dalam proses 
pelaporan dari wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang 
dalam tata cara pemungutan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hasannudin dan Wokas (2014) mengenai 
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Penelitian 
dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak 
kendaraanbermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor diprovinsi maluku 
utara efektif. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap 
penerimaan PAD adalah kurang baik. 
Putri dan Jati (2012) mempelajari tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor di Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib 
pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 
Mayasari (2008) menelaah tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan 
bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Hasil dari 
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penelitian ini adalah kontribusi dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh 
terhadap pendapatan asli daerah Jawa Timur. Tingkat kontribusi sebesar 38,91% 
sepanjang tahun 1997-2006. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD 
merupakan tulang pungung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan 
melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan 
oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh 
PAD terhadap APBD  berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap bantuan pemerintah pusat. Salah satu sumber dari pendapatan asli 
daerah adalah pajak daerah. 
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan 
pajak daerah yang mempunyai potensi dikarenakan pertumbuhan kendaraan 
bermotor yang kian hari bertambah sehingga pelakasanaan dan pemungutannya 
harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh menggambarkan 
potensi yang ada di daerah itu. Mobil Low Cost Green Car sebagai salah satu 
objek pajak kendaraan bermotor yang pertumbuhan kian meningkat sejak 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi 
dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and Green Car (LCGC) menjadi 
salah satu potensi bagi provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan 
pendapatannya di sektor pajak kendaraan bermotor. 
Untuk mengukur potensi pajak kendaraan tipe LCGC yang ada, maka 
diawal perlu diperbandingkan antara jumlah kendaraan bermotor tipe LCGC yang 
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terdaftar dengan total seluruh kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar. 
Setelah mendapat potensi dari kendaraan LCGC, maka kita dapat menghitung 
perbandingan pajak Mobil LCGC yang telah terbayarkan dengan total pajak 
kendaraan bermotor yang telah terbayarkan untuk melihat berapa besar 
kontribusi yang disumbangkan oleh mobil-mobil tipe LCGC. 
Setelah mendapatkan hasil perhitungan, maka dapat diukur pula berapa 
efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor khusus untuk tipe LCGC yang 
dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dengan besarnya potensi yang ada. 
Dari uraian diatas, maka dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis 
penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan 
penjelasan tentang karakteristik yang menggambarkan aspek-aspek yang 
relevan dengan fenomena yang menjadi fokus permasalahan dari perspektif 
seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran, 2013:97). 
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang 
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil tipe LCGC terhadap Pajak 
Kendaraan Bermotor serta potensi dan realisasi PKB periode 2013-2015 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data 
maupun informasi yang dibutuhkan serta menjadi ruang lingkup peneliti dalam 
melakukan penelitian Penelitian ini berlangsung sejak tanggal 29 Juni sampai 
dengan 17 Agustus 2015. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan 
bukan bilangan (Sekaran, 2013:113). Dalam penelitian ini data 
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kualitatifnya berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek 
penelitian.  
2. Data kuantitatif adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala 
numerik (bilangan) (Sekaran, 2013:113). Data kuantitatif berupa data 
tarif pajak kendaraan bermotor dan data jumlah kendaraan bermotor 
Sulawesi Selatan.  
Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan sumber data, yaitu data 
sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi yang di lakukan oleh 
objek penelitian maupun dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian 
yang di lakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh dari DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang 
digunakan adalah sebagai berikut.  
1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.  
2. Data Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Selatan.  
3. Data kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.  
4. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.  
2. Penelitian lapangan (field research)  
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Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan 
melakukan hal-hal sebagai berikut.  
a. Wawancara (interview)  
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang 
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan 
informasi yang diperlukan.  
b. Dokumentasi (documentation)  
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan.  
 
3.5 Metode Analisis Data  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran 
atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan 
keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan 
untuk menggambarkan tentang Potensi Mobil Tipe LCGC sebagai salah satu 
sumber pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  
Mobil Low Cost Green Car sebagai salah satu objek pajak kendaraan 
bermotor yang pertumbuhan penjualan dan peredarannya kian meningkat sejak 
diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi 
dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost and Green Car (LCGC). Hal 
tersebut menjadikan mobil LCGC sebagai salah satu potensi bagi Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak kendaraan 
bermotor. 
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Untuk mengukur potensi pajak kendaraan tipe LCGC yang ada, maka 
perlu dicari jumlah perbandingan antara kendaraan bermotor tipe LCGC yang 
terdaftar dengan total seluruh kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar. 
Adapun rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 3.1 Rumus Potensi Mobil LCGC 
 
 
Setelah mendapat potensi dari kendaraan LCGC, maka kemudian dapat 
diukur potensi Pajak Kendaraan Bermotor Mobil LCGC yang ada dengan 
menghitung berapa besar kontribusi pajak yang disumbangkan oleh mobil-mobil 
tipe LCGC dengan perhitungan. 
 
Tabel 3.2 Rumus Kontribusi Pajak LCGC 
Kontribusi Pajak LCGC = Pajak Terutang Mobil LCGC x Jumlah Kendaraan 
LCGC 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x Bobot Kendaraan Bermotor 
 
 
Untuk melihat perilaku kontribusi PKB mobil tipe LCGC terhadap 
pendapatan Pajak Kendaran Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 
tahun 2013-2014, berikut rumus yang digunakan. 
 
Tabel 3.3 Rumus Perilaku Kontribusi LCGC 
 
 
Keterangan 
1. Y adalah persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tipe LCGC 
terhadap pendapatan PKB pada masing-masing tahun analisis. 
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2. PKB Tipe LCGC adalah Pajak Kendaraan dari mobil tipe LCGC. 
3. Total PKB adalah total pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor. 
Sedangkan untuk seberapa besar efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor 
ini dibayarkan, maka digunakan rumus sebagai berikut. 
 
Tabel 3.4 Rumus Efektifitas 
  
 
 
Ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk 
pernyataan. Tingkat efektifitas dapat digolongkan menjadi: 
1. hasil perbandingan tingkat pencapaian > 100% berarti sangat efektif 
2. hasil perbandingan tingkat pencapaian = 100% berarti efektif 
3. hasil perbandingan tingkat pencapaian < 100% berarti tidak efektif 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Sebelum tahun 1972, Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu 
bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam 
perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja yang menyangkut 
Pendapatan Daerah sehingga perlu memisahkan diri dari Sekretariat Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan 
menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan Nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas 
Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 
Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun 
tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah 
Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai 
pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan 
mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip 
akuntabilitas, transparansi, efisien, dan efektif.  
Berdasarkan peran strategis ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan 
pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan. 
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Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan, setiap saat dilakukan 
penyempurnaan aturan dan kebijakan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-
tugas operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang 
ditangani langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuklah beberapa 
UPTD lewat Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 di sejumlah wilayah 
Sulawesi Selatan yang terdiri dari: 
1. UPTD Makassar 
2. UPTD Palopo 
3. UPTD Pare-Pare 
4. UPTD Maros 
5. UPTD Gowa 
6. UPTD Pinrang 
7. UPTD Bulukumba 
8. UPTD Pangkep 
9. UPTD Sidrap 
10. UPTD Bantaeng 
11. UPTD Tana Toraja 
12. UPTD Soppeng 
13. UPTD Enrekang 
14. UPTD Masamba 
15. UPTD Selayar 
16. UPTD Takalar 
17. UPTD Jeneponto 
18. UPTD Sinjai 
19. UPTD Malili 
20. UPTD Barru 
21. UPTD Wajo 
22. UPTD Luwu 
23. UPTD Bone 
24. UPTD Toraja Utara 
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4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Visi Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan tidak terlepas dari Visi 
Sulawesi Selatan dan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan 
Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018.” Adapun Visi Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Maksimalnya 
Peningkatan Pendapatan Daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel, 
dan Inovatif”. 
Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang tertera di atas, maka 
ditetapkanlah Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% 
pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% pertahun. 
2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan efisiensi unit kerja dalam 
rangka memberi kualitas prima dalam pelayanan pajak. 
3. Mewujudkan aparatur yang cakap, handal, jujur, bertanggungjawab, 
dan professional dalam mengelola pendapatan daerah. 
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 
yang transparan dan akuntabel. 
Dalam rangka untuk mencapai kondisi yang ditetapkan dalam visi dan 
misi Dinas Pendapatan Daerah, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai 
berikut. 
1. Peningkatan sarana dan prasarana, system dan prosedur, kualitas 
birokrasi dan tata laksana organisasi; dan 
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia laki-laki dan perempuan 
dalam hal teknis operasionl, strategi, manajemen, dan mental spiritual.
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4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
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Gambar 4.2 Struktur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
4.1.4 Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun 
sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Adapun program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut. 
a. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang dijabarkan menjadi 
5 (lima) kegiatan berikut. 
1. Peningkatan pengelolaan pemungutan pajak daerah UPTD se-
Sulawesi Selatan; 
Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) 
Sub Bagian Tata Usaha 
Seksi Pendataan dan 
Penetapan 
Seksi Penagihan dan 
Penerimaan 
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2. Administrasi pengelolaan pendapatan daerah; 
3. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Dispenda Sulawesi 
Selatan; 
4. Pengelolaan adminstrasi pajak daerah; 
5. Inventarisasi barang dan jasa Dinas Pendapatan Daerah. 
b. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD, yang dijabarkan 
menjadi 5 (lima) kegiatan berikut. 
1. Peningkatan SDM aparatur laki-laki/perempuan pada pengawasan 
dan pendapatan daerah lainnya; 
2. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan/materil bagi aparatur laki-
laki/perempuan; 
3. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Dispenda Sulawesi 
Selatan; 
4. Peningkatan kapasitas SDM operator sistem dan operator data; 
5. Peningkatan SDM aparatur laki-laki/perempuan pengelolaan 
pendapatan daerah. 
c. Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi 
kinerja SKPD, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan berikut. 
1. Pembentukan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Koordinasi penyusunan LKPJ, nota perhitungan, dan evaluasi 
kinerja bidang pendapatan. 
3. Perencanaan, monitoring, dan evalusi program kegiatan. 
d. Program peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah, yang 
dijabarkan menjadi 24 (dua puluh empat) kegiatan berikut. 
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1. Pendataan, penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD se-
Sulawesi Selatan; 
2. Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPTD se-Sulawesi Selatan; 
3. Tindak lanjut hasil pemeriksan aparat fungsional Dispenda Provinsi 
Sulawesi Selatan; 
4. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 
fungsional; 
5. Koordinasi pelaksanaan penertiban dan pendataan subyek/obyek 
Pajak Daerah; 
6. Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah; 
7. Verifikasi dan analisa data piutang; 
8. Asistensi penyusunan target pokok 2015 dan target perubahan 
2014 di bidang pendapatan; 
9. Penyusunan peraturan pelaksanaan/teknis di bidang pendapatan; 
10. Asistensi dan evaluasi alokasi dana bagi hasil pajak rokok; 
11. Koordinasi, pendataan, penagihan, dan optimalisasi penerimaan 
pajak rokok; 
12. Pemantauan HPU (Harga Produksi Unit) Kendaraan Bermotor serta 
penyusunan dan  sosialisasi tabel NJKB (Nilai Jual Kendaraan 
Bermotor; 
13. Optimalisasi dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah; 
14. Rekonsiliasi data unit Kendaraan Bermotor; 
15. Monitoring dan evaluasi data tunggakan Pajak Kendaran Bermotor; 
16. Monitoring dan evaluasi data pelaksanaan Layanan Unggulan 
Samsat; 
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17. Pemutakhiran database objek dan subjek Pajak Daerah; 
18. Penyusunan laporan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban 
keuangan; 
19. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya dan 
pemantauan serta pendataan objek Pendapatan Daerah lainnya; 
20. Rekonsiliasi penerimaan bagi hasil; 
21. Pembinaan dan monitoring pengelolaan dan retribusi daerah dan 
benda-benda berharga (barang kuasi); 
22. Evaluasi penerimaan Retribusi Daerah dan pengelolaan Barang-
barang Berharga; 
23. Pengelolaan dokumentasi administrasi pemungutan Rertibusi 
Daerah; 
24. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. 
e. Program peningkatan aksebilitas, transparansi, dan akuntabilitas 
pelayanan Pajak Daerah, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan 
sebagai berikut: 
1. Pelayanan Samsat Keliling se-Sulawesi Selatan; 
2. Koordinasi pembinaan dan pengembangan Samsat Provinsi 
Sulawesi Selatan pengelolaan Web-site Dispenda Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
4.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang 
analisis kontribusi pajak mobil tipe LCGC terhadap peneriman Pajak Kendaraan 
Bermotor di Sulawesi Selatan, maka hasil dan pembahasan berikut melingkupi: 
persebaran kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, kontribusi pajak mobil 
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LCGC terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan, potensi pertumbuhan mobil LCGC, efektifitas 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan kendala-kendala serta upaya 
peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor. 
 Uraian tentang hasil penelitian secara berturut-turut adalah sebagai 
berikut. 
 
4.2.1 Persebaran Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan  
Setiap tahunnya di Sulawesi Selatan pertumbuhan laju kendaraan 
bermotor kian meningkat. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang dihimpun 
oleh tiap UPTD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4.3 Persebaran Kendaraaan Bermotor 
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Berdasarkan gambar di atas, persebaran Kendaraan Bermotor dari tahun 
2011 hingga Juni 2015 masih didominasi oleh kota Makassar dengan angka 
berkisar 500.000-an kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua tiap 
tahunnya. Dua wilayah berikutnya yang memiliki jumlah kendaraan bermotor 
terbanyak adalah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone, sedangkan dua 
wilayah dengan jumlah kendaraan terkecil adalah Kabupaten Toraja Utara dan 
Kabupaten Selayar masing-masing hanya memiliki jumlah kendaraan sekitar 
15.000 kendaraan tiap tahunnya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 5 Juli 2015 dengan salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan bidang Pajak Daerah, Kota Makassar menjadi potensi 
terbesar bagi pendapatan provinsi dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor seiring 
dengan jumlah kendaraan yang banyak beredar dan terdaftar di Kota Makassar 
berdasarkan database yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
4.2.2 Jumlah Jenis-Jenis Kendaraan Roda Empat di Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Secara spesifik, jenis-jenis mobil yang terdapat di Provinsi Sulawesi 
Selatan sampai dengan bulan Juni tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4.1 Jenis-jenis mobil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 
2011-2012 
JENIS 
KENDARAAN 
TAHUN 2011 TAHUN 2012 
BARU ULANG JUMLAH BARU ULANG JUMLAH 
SEDAN 305 12.524 12.829 290 12.145 12.435 
TAKSI 311 1,295 1.606 380 1.147 1.527 
JEEP 1.003 15.726 16.729 1.127 15.841 16.968 
ST. WAGON 171 563 734 222 729 951 
MINIBUS 15.274 116.023 131.297 19.656 125.493 145.149 
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MICROLET 30 1.153 1.183 34 1.490 1.524 
BUS 41 424 465 55 391 446 
MICROBUS 105 1,218 1,323 145 1,232 1,377 
PICK UP 4,424 25,835 30,259 5,540 27,371 32,911 
DOUBLE CABIN 294 698 992 313 988 1,301 
LIGHT TRUCK 1,725 15,011 16,736 2,144 15,321 17,465 
TRUCK 264 3,851 4,115 380 3,829 4,209 
DUMP TRUCK 1,290 3,548 4,838 1,071 4,234 5,305 
TRUCK TANGKI 67 622 689 65 677 742 
BOX 479 6,073 6,552 467 6,206 6,673 
ALAT BERAT 7 384 391 - 52 52 
AMBULANCE 13 377 390 11 362 373 
PEMADAM 1 14 15 5 15 20 
MOBIL JENAZAH - 12 12 8 8 16 
JUMLAH 25,804 205,351 231,155 31,913 217,531 249,444 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Tabel 4.2 Jenis-jenis mobil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 
2013-2014    
JENIS 
KENDARAAN 
TAHUN 2013 TAHUN 2014 
BARU ULANG JUMLAH BARU ULANG JUMLAH 
SEDAN 573 11.205 11.778 350 11.499 11.849 
TAKSI 120 653 773 1 21 22 
JEEP 1.780 15.605 17.385 1.155 17.594 18.749 
ST. WAGON 38 174 212 10 899 909 
MINIBUS 26.403 137.350 163.753 26.372 162.828 189.200 
MICROLET 24 1.377 1.401 2 348 350 
BUS 30 271 301 42 382 424 
MICROBUS 106 1.208 1.314 95 1.169 1.264 
PICK UP 6.304 29.568 35.872 7.122 35.265 42.387 
DOUBLE CABIN 421 1.146 1.567 250 1.534 1.784 
LIGHT TRUCK 2.549 15.452 18.001 1.784 16.401 18.185 
TRUCK 348 3.969 4.317 298 6.799 7.097 
DUMP TRUCK 977 4.398 5.375 698 4,545 5.243 
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TRUCK TANGKI 64 728 792 82 593 675 
BOX 319 3.470 3.789 407 6.670 7.077 
ALAT BERAT 18 501 519 119 529 648 
AMBULANCE 24 424 448 63 464 527 
PEMADAM 5 20 25 8 30 38 
MOBIL JENAZAH - 7 7 - 14 14 
JUMLAH 40.103 227.526 267.629 38.858 267.584 306.442 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Tabel 4.3 Jenis-jenis mobil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 
Januari-Juni 2015    
JENIS 
KENDARAAN 
TAHUN 2015 (1 JAN S/D 30 JUNI) 
BARU ULANG JUMLAH 
SEDAN 192 5.139 5.331 
TAKSI - - - 
JEEP 421 8.200 8.621 
ST. WAGON 
 
108 108 
MINIBUS 10.970 81.152 92.122 
MICROLET - 71 71 
BUS 26 205 231 
MICROBUS 75 544 619 
PICK UP 3.607 17.222 20.829 
DOUBLE CABIN 144 750 894 
LIGHT TRUCK 710 7.851 8.561 
TRUCK 135 3.757 3.892 
DUMP TRUCK 313 2.128 2.441 
TRUCK TANGKI 16 276 292 
BOX 172 3.161 3.333 
ALAT BERAT 61 41 102 
AMBULANCE 45 225 270 
PEMADAM 2 16 18 
MOBIL JENAZAH - 9 9 
JUMLAH 16.889 130.855 147.744 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 
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Tabel-tabel di atas menunjukkan jumlah kendaraan yang dicatat setelah 
melakukan penghitungan terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar dan 
terbayarkan. Yang dimaksud dengan kendaraaan baru adalah kendaraan yang 
terdaftar untuk pertama kali dan telah melunasi Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) untuk pemilik kendaraan pada 
tahun pertama kendaraan tersebut. Sedangkan kendaraan ulang adalah 
kendaraan yang telah terdaftar dan telah melakukan pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut. Kendaraan minibus adalah mobil yang 
paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah mobil jenis ini mendominasi 
total mobil yang ada dengan persentase rata-rata 60% tiap tahunnya. Menurut 
hasil wawancara, salah satu penyebab jenis minibus mendominasi kendaraan 
roda empat adalah kurangnya ketentuan baku atau standar yang membedakan 
jenis-jenis mobil, khususnya mobil-mobil baru yang mulai memadukan jenis 
sedan dengan MPV yang ada di Indonesia sehingga mayoritas petugas 
pencatatan mencantumkan jenis-jenis tersebut berdasarkan kedekatan yang 
tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Anggodo, 2015). Dalam perkembangannya, kelompok mobil 
jenis minibus akan disatukan bersama dengan kelompok mobil jenis station 
wagon dan kelompok sedan serta kelompok jeep ke dalam kode perhitungan 
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
4.2.3 Peredaran dan Perbandingan Mobil Tipe Low Cost Green Car yang 
Terdaftar di Sulawesi Selatan 
Mobil tipe Low Cost Green Car (LCGC) mulai beredar di Sulawesi Selatan 
sejak tahun 2013 seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
41 Tahun 2013  dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun). Adapun 
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data tentang mobil tipe LCGC yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dalam Tabel 4.4.  
 
Tabel 4.4 Jumlah LCGC berdasarkan tipe dan merk yang terdaftar dan 
terbayarkan sampai dengan 30 Juni 2015  
JUMLAH LCGC BERDASARKAN TIPE DAN MERK YANG TERDAFTAR DAN 
TERBAYARKAN S.D 30 JUNI 2015 
TOYOTA 
   
MERK / TYPE 
TAHUN 
2013 2014 2015 
TOYOTA AGYA 1.0 G M/T 210 638 265 
TOYOTA AGYA 1.0 E M/T 29 53 29 
TOYOTA AGYA 1.0 G A/T 93 540 139 
TOYOTA AGYA 1.0 E A/T 12 8 13 
TOTAL 344 1.239 446 
    DAIHATSU 
   
MERK / TYPE 
TAHUN 
2013 2014 2015 
AYLA 1.0 X AT (B100RS-GQQFJ) 78 148 56 
AYLA 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ) 237 399 94 
AYLA 1.0 D MT (B100RS-GMLFJ) 14 28 12 
AYLA 1.0M AT(B100RS-GQDFJ) 23 50 15 
AYLA 1.0 M MT (B100RS-GMDFJ) 115 195 45 
TOTAL 467 820 222 
 
   SUZUKI 
   
MERK / TYPE 
TAHUN 
2013 2014 2015 
KARIMUN WAGON R - GA 0 0 6 
KARIMUN WAGON R - GL 0 0 8 
KARIMUN WAGON R - GX 0 5 3 
KARIMUN WAGON R – GS 0 3 2 
KARIMUN WAGON R - GL DILAGO 0 6 5 
Lanjutan Tabel 4.4     
TOTAL 0 14 24 
    DATSUN 
   
MERK / TYPE 
TAHUN 
2013 2014 2015 
DATSUN GO+PANCA  D M/T 0 0 0 
DATSUN GO+PANCA  A M/T 0 1 2 
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DATSUN GO+PANCA  T M/T 0 245 5 
DATSUN GO+PANCA A OPTION 1.2 M/T 0 0 0 
DATSUN GO+PANCA T OPTION 1.2 M/T 0 0 0 
DATSUN GO+PANCA  A 1.2 M/T 0 0 0 
DATSUN GO+PANCA  D 1.2 M/T 0 0 1 
DATSUN GO+PANCA  T 1.2 M/T 0 112 128 
DATSUN GO PANCA A OPTION 1.2 M/T 0 0 0 
DATSUN GO PANCA A 1.2 M/T 0 2 1 
DATSUN GO PANCA D 1.2 M/T 0 0 0 
DATSUN GO PANCA T 1.2 M/T 0 32 117 
TOTAL 0 392 254 
    HONDA 
   
MERK / TYPE 
TAHUN 
2013 2014 2015 
HONDA BRIO DD2 1.3 E A/T 0 0 0 
HONDA BRIO DD2 1.3 S A/T 0 0 0 
HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 A M/T (CKD) 95 73 22 
HONDA BRIO SATYA DD1 1.2S MT CKD 13 134 48 
HONDA BRIO DD1 1.2 S A/T (CKD) 58 92 13 
HONDA BRIO DD1 1.2 E A/T CKD 63 328 87 
HONDA BRIO DD2 1.3 S M/T 8 0 0 
HONDA BRIO DD2 1.3 E M/T 42 2 0 
HONDA BRIO DD1 1.2 S M/T  CKD 0 0 0 
HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E M/T (CKD) 45 419 180 
TOTAL 274 1.050 350 
    
TOTAL UNIT 1.085 3.594 1.296 
Sumber: Data diolah dari DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 
 
 
Berdasarkan data di atas, jumlah mobil tipe LCGC sampai dengan 30 Juni 
2015 adalah sebesar 5.975 unit dengan perincian di tahun 2013 sebagai tahun 
awal peluncuran mobil tipe ini ada 1.085 unit yang terdaftar dengan didominasi 
oleh 3 merk yaitu Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Honda Brio. Di tahun 2014 
mulai terjadi peningkatan jumlah mobil LCGC sebesar 3.594 unit atau dengan 
persentase kenaikan 231% dari tahun sebelumnya. Varian tipe LCGC mulai 
bervariasi seiring munculnya merk perusahaan Datsun di awal tahun 2014 yang 
meluncurkan 2 tipe LCGC sekaligus yakni Datsun Go dan Datsun Go+ serta 
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merk perusahaan Suzuki yang mengeluarkan Suzuki Karimun Wagon R di 
kuartal ke 3 tahun 2014. Untuk tahun 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni, 
jumlah mobil LCGC sudah berada di angka 1.296 unit. Hal ini menunjukkan 
bahwa pertumbuhan mobil jenis ini begitu cepat dalam periode 2013-2015. Tabel 
4.5 menunjukkan jumlah persentase perbandingan mobil tipe LCGC yang 
terdaftar dan terbayarkan dengan total kendaraan roda empat yang terdaftar dan 
terbayarkan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013, jumlah mobil LCGC yang 
terdaftar dan terbayarkan adalah sebesar 0,41% dari total kendaraan roda empat 
yng terdaftar dan terbayarkan. Di tahun 2014, persentase 1,17% menandakan 
bahwa ada kenaikan jumlah mobil LCGC di Sulawesi Selatan. Sedangkan di 
tahun 2015 sampai dengan 30 Juni, persentase telah mencapai 0,88% yang 
menandakan bahwa minat terhadap mobil LCGC kian meningkat. 
 
Tabel 4.5 Perbandingan kendaraan tipe LCGC dengan kendaraan roda empat 
yang terdaftar dan terbayarkan 
Tahun  
Jumlah Kendaraan 
LCGC Terdaftar dan 
Terbayarkan 
Total Kendaraan Roda 
Empat Terdaftar dan 
Terbayarkan 
Persentase Potensi 
Kendaraan LCGC 
(%) 
2013 1.085 267.629 0,41 
2014 3.594 306.442 1,17 
2015 1.296 147.744 0,88 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 
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4.2.4 Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor  Mobil Tipe Low Cost 
Green Car (LCGC) di Sulawesi Selatan 
4.2.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Aturan Mobil LCGC 
Diberlakukan 
Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti mencoba memberikan 
suatu penggambaran tentang hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta kontribusinya ke dalam gambar 
berikut.  
 
Gambar 4.4 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan 
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Pada gambar di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah 
meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
yang memiliki kontribusi terhadap Pajak Daerah berkisar 30% hingga 32% tiap 
tahunnya. Pada periode 2011 hingga 2013, Pertumbuhan Pajak Kendaraan 
Bermotor selalu menunjukkan trend yang positif sesuai alur grafik pada gambar. 
Di tahun 2012 sendiri, pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 16% 
dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi di tahun 2013 dengan adanya 
kenaikan pertumbuhan sebesar 18% dari tahun 2012. Untuk tahun 2014, terjadi 
penurunan alur disebabkan karena kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor turun 
27% atau pertumbuhannya yang menjadi 13%. Dengan pertumbuhan tersebut, 
peneliti menghitung besaran realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
berdasarkan kontribusi dari mobil-mobil LCGC yang terdaftar dan terbayarkan. 
Tabel 4.6 menunjukkan perhitungan dari realisasi dan kontribusi tahun 
2011 dan 2012. Sebelum berlakunya peraturan tentang produksi LCGC, 
kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor telah didominasi oleh pajak yang berasal 
dari mobil-mobil jenis Station Wagon, Jeep, dan Sedan dengan persentase 
41,25% di tahun 2011 dan 43,38% di tahun 2012 dari Pajak Kendaraan Bermotor 
di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 
dalam pengelompokkan kode rekening Realisasi Penerimaan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
4.2.4.2  Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Aturan Mobil LCGC 
Diberlakukan 
Pada tahun tahun 2013, aturan produksi mobil LCGC dikeluarkan. Mobil 
jenis ini terdiri dari enam varian dari lima merk produsen yang ada di Indonesia 
seperti yang tertera pada Tabel 4.4. Perhitungan yang dilakukan peneliti untuk 
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menghitung besaran kontribusi mobil-mobil tipe LCGC berdasarkan periode 
tahun 2013 hingga Juni 2015 dilampirkan ke dalam Tabel 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,dan 
4.11 dengan menggunakan rumus yang ada pada tabel 3.2.  
Keterangan tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) diperoleh 
berdasarkan harga yang diberikan oleh dealer produsen mobil dan diketahui oleh 
pihak DISPENDA Sulawesi Selatan. Sedangkan bobot diberikan berdasarkan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah. Untuk tarif pajaknya disesuaikan dengan keterangan kepemilikan 
kendaraan bermotor yang diperoleh dari data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan dari data sekunder yang 
diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 
sampai dengan Juni 2015, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa kontribusi 
pajak mobil LCGC terhadap Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan 
Bermotor, mengalami kenaikan tiap tahunnya. Setelah diterbitkannya peraturan 
yang mengatur tentang produksi dan penjualan mobil LCGC di tahun 2013, 
penggolongan mobil-mobil LCGC dikelompokkan ke dalam kelompok mobil jenis 
Station Wagon-Minibus berdasarkan standar ditentukan oleh pihak pemerintah 
melalui Dinas Pendapatan Daerah (Anggodo, 2015). 
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Tabel 4.6 Realisasi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 2011-2012 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2011
TAHUN 
Realisasi Penerimaan Kontribusi 
Pajak Mobil 
Tipe LCGC 
(Rp) 
Pajak Mobil Jenis 
St.Wagon-Minibus 
(Rp) 
Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan 
(Rp) 
Pajak Daerah 
Provinsi Sulawesi 
Selatan (Rp) 
Pajak 
Mobil Tipe 
LCGC (%) 
Pajak Mobil 
Jenis 
St.Wagon-
Minibus (%) 
Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan 
(%) 
2011 - 217.467.838.651 527.241.784.976 1.729.075.998.237 - 41,25 30,49 
2012 - 265.251.348.670 611.497.116.322 1.949.194.027.676 - 43,38 31,37 
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Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Mobil LCGC Merk Toyota Agya 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2015 
 
 
MERK / TYPE 
TAHUN 
NJKB (Rp) Bobot DPP (Rp) 
Tarif 
Pajak 
(%) 
Pajak 
Terutang 
(Rp) 
2013 2014 2015 
2013 2014 
Juni 
2015 
(Pajak Terutang 
x Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
TOYOTA AGYA 
1.0 G M/T 210 638 265 110.150.000 1 110.150.000 1,5 1.652.250 346.972.500 971.523.000 437.846.250 
TOYOTA AGYA 
1.0 E M/T 29 53 29 103.200.000 1 103.200.000 1,5 1.548.000 44.892.000 82.044.000 44.892.000 
TOYOTA AGYA 
1.0 G A/T 93 540 139 119.950.000 1 119.950.000 1,5 1.799.250 167.330.250 971.595.000 250.095.750 
TOYOTA AGYA 
1.0 E A/T 12 8 10 113.800.000 1 113.800.000 1,5 1.707.000 20.484.000 13.656.000     22,191,000 
TOTAL 344 1.239 446 
    
579.678.750 2.038.818.000   755.025.000 
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Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Mobil LCGC Merk Daihatsu Ayla 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2015 
MERK / TYPE 
TAHUN 
NJKB (Rp) Bobot DPP (Rp) 
Tarif 
Pajak 
(%) 
Pajak 
Terutang 
(Rp) 
2013 2014 2015 
2013 2014 
Juni 
2015 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaran) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaran) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaran) 
(Rp) 
AYLA 1.0 X AT 
(B100RS-GQQFJ) 78 148 56 
 
107.000.000  1 
  
107.000.000  1,5 
 
1.605.000  125.190.000   237.540,000  89.880.000  
AYLA 1.0 X MT 
(B100RS-GMQFJ) 237 399 94 97.950.000  1 
    
97.950.000  1,5 1.469.250  348.212.250  586.230.750  138.109.500  
AYLA 1.0 D MT 
(B100RS-GMLFJ) 14 28 12   76.500.000  1 
    
76.500.000  1,5 1.147.500  16.065.000  32.130.000  
    
13.770.000  
AYLA 1.0M 
AT(B100RS-GQDFJ) 23 50 15 99.950.000  1 
    
99.950.000  1,5 1.499.250  34.482.750  74.962.500  22,488.750  
AYLA 1.0 M MT 
(B100RS-GMDFJ) 115 195 45 90.950.000  1 
    
90.950.000  1,5 1.364.250  156.888.750  266.028,750  61.391.250  
TOTAL 467 820 218           680.838.750  1.196.892.000  325.639.500  
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Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Mobil LCGC Merk Suzuki Karimun Wagon R  
MERK / TYPE 
TAHUN 
NJKB (Rp) Bobot DPP (Rp) 
Tarif 
Pajak 
(%) 
DPP (Rp) 
2013 2014 2015 
2013 2014 2015 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
KARIMUN WAGON R 
- GA 0 0 6 83.200.000  1 83.200.000  1,5 1.248.000  -    -    7.488.000   
KARIMUN WAGON R 
- GL 0 0 8 96.500.000  1 96.500.000  1,5 1.447.500  -    -    11.580.000  
KARIMUN WAGON R 
- GX 0 5 3 103.500.000  1 103.500.000  1,5 1.552.500  -    7.762.500  4.657.500  
KARIMUN WAGON R 
- GS 0 3 2 105.900.000  1 105.900.000  1,5 1.588.500  -    4.765.500  3.177.000  
KARIMUN WAGON R 
- GL DILAGO 0 6 5 105.700.000  1 105.700.000  1,5 1.585.500  -     9.513.000  7.927.500  
TOTAL 0 14 24 
 
                            -    22,041,000  34.830.000  
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2015 
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 Tabel 4.10 Perhitungan Pajak Mobil LCGC Merk Datsun Go dan Go+ 
MERK / TYPE 
TAHUN 
NJKB (Rp) Bobot DPP (Rp) 
Tarif 
Pajak 
(%) 
DPP (Rp) 
2013 2014 2015 
2013 2014 2015 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
DATSUN GO+PANCA  
D M/T 0 0 0 
    
  - - - 
DATSUN GO+PANCA  
A M/T 0 1 2 92.400.000  1 92.400.000  1,5 1.386.000  - 1.386.000 2.772.000 
DATSUN GO+PANCA  
T M/T 0 245 5 99.900.000  1 99.900.000  1,5 1.498.500  - 367.132.500 7.492.500 
DATSUN GO+PANCA 
A OPTION 1.2 M/T 0 0 0 92.900.000  1 92.900.000  1,5 1.393.500  - - - 
DATSUN GO+PANCA 
T OPTION 1.2 M/T 0 0 0 102.900.000  1 102.900.000  1,5 1.543.500  - - - 
DATSUN GO+PANCA 
A 1.2 M/T 0 0 0 
 
  
                      
-      
                    
-    - - - 
DATSUN GO+PANCA 
D1.2 M/T 0 0 1 80.000.000  1 80.000.000  1,5 1.200.000  - - 1.200.000 
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Lanjutan Tabel 4.10            
DATSUN GO+PANCA 
T 1.2 M/T 0 112 128 85.000.000  1 85.000.000  1,5 1.275.000 - 142.800.000 163.200.000 
DATSUN GO PANCA A 
OPTION 1.2 M/T 0 0 0   
 
-    
 
-    - - - 
DATSUN GO PANCA A 
1.2 M/T 0 2 1 97.400.000  1 97.400.000  1,5 1.461.000  - 2.922,000 1.461.000 
DATSUN GO PANCA 
D 1.2 M/T 0 0 0 96.000.000  1 96.000.000  1,5 1.440.000  - - - 
DATSUN GO PANCA T 
1.2 M/T 0 32 117 101.900.000  1 101.900.000  1,5 1.528.500  - 48.912.000 178.834.500 
TOTAL 0 392 254 
 
  
                      
-      
                    
-    - 563.152.500 354.960.000 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2015 
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Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Mobil LCGC Merk Honda Brio 
MERK / TYPE 
TAHUN 
NJKB (Rp) Bobot DPP (Rp) 
Tarif 
Pajak 
(%) 
DPP (Rp) 
2013 2014 2015 
2013 2014 2015 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
(Pajak 
Terutang x 
Jumlah 
kendaraan) 
(Rp) 
HONDA BRIO DD2 
1.3 E A/T 0 0 0   
 
                      
-    
 
                    
-    
                      
-    
                         
-                          -    
HONDA BRIO DD2 
1.3 S A/T 0 0 0   
 
                     
-    
 
                    
-    
                      
-    
                         
-                          -    
HONDA BRIO SATYA 
DD1 1.2 A M/T (CKD) 70 77 22 106.000.000 1 
  
106.000.000  1,5 1.590.000 111.300.000 122.430.000 34.980.000 
HONDA BRIO SATYA 
DD1 1.2S MT CKD 13 134 48 109.000.000  1 
  
106.000.000  1,5 1,635,000 21.255.000 219,090,000 78.480.000 
HONDA BRIO DD1 
1.2 S A/T (CKD) 58 92 13 114.000.000 1 114.000.000  1,5 1.710.000 99.180.000 157.320,000 22.230.000 
HONDA BRIO DD1 
1.2 E A/T CKD 63 328 87 111.000.000  1 111.000.000  1,5 1.665.000 104.895.000 546.120.000 144.855.000 
HONDA BRIO DD2 
1.3 S M/T 
0 0 0  
 
- 
 
- - - - 
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Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2015 
 
Lanjutan Tabel 4.11            
HONDA BRIO DD2 
1.3 E M/T 0 0 0   
 
                      
-    
 
- - - - 
HONDA BRIO DD1 
1.2 S M/T  CKD 0 0 0   
 
                     
-    
 
- - - - 
HONDA BRIO SATYA 
DD1 1.2 E M/T (CKD) 45 419 180 117.000.000 1 117.000.000 1,5 1.755.000 78.975.000 684.450.000 315.900.000 
TOTAL 275 1050 350 
  
      
 
            
455.355.000  
       
1.729.410.000  
       
596.445.000  
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Tabel 4.12 Realisasi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 2013-2015 
Sumber: Data Sekunder DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Diolah Tahun 2015 
 
TAHUN 
Realisasi Penerimaan Kontribusi 
Pajak Mobil Tipe 
LCGC (Rp) 
Pajak Mobil Jenis 
St.Wagon-
Minibus (Rp) 
Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan 
(Rp) 
Pajak Daerah 
Provinsi Sulawesi 
Selatan (Rp) 
Pajak 
Mobil Tipe 
LCGC (%) 
Pajak Mobil 
Jenis St.Wagon-
Minibus (%) 
Pajak Kendaraan 
Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan 
(%) 
2013 1.676.122.500 329.409.527.658 722.728.730.273 2.253.427.933.668 0,51 45,58 32,07 
2014 6.457.276.000 380.690.106.600 813.245.129.812 2.667.266.552.726 1,70 46,81 30,49 
2015 2.066.899.500 202.621.658.628       414.909.588.122   1.264.575.332.252  1.02 48,84 32,81 
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Untuk tahun 2013, kendaraan mobil tipe LCGC menyumbang pendapatan 
Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.676.122.500 dari total penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor jenis Station Wagon, Sedan, dan Jeep sebesar 
Rp329.409.527.658 atau dengan persentase kontribusi sebesar 0,51%. Di tahun 
2014 atau tahun kedua setelah peluncuran mobil-mobil LCGC, penerimaan pajak 
kendaraan mobil tipe LCGC menyumbang pendapatan Pajak Kendaraan 
Bermotor sebesar Rp6.457.276.000 dari total penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor jenis Station Wagon, Sedan, dan Jeep yang berjumlah sebesar 
Rp380.690.106.600 atau dengan persentase kontribusi yang naik menjadi 
1,70%. Kenaikan ini juga dipengaruhi karena telah diterapkannya peraturan pajak 
progresif tentang kepemilikan kendaraan bermotor ke dalam pemungutan pajak 
mobil LCGC di Sulawesi Selatan sehingga tarif pengenaan pajaknya pun ikut 
meningkat. Jumlah kendaraan LCGC yang dikenakan tarif kepemilikan 
kendaraan tersebut sebanyak 79 unit kendaraan dengan tarif pajak sebesar 
2,5%. Untuk tahun 2015, berdasarkan data yang didapatkan sampai dengan 
bulan Juni, peneriman pajak kendaraan mobil tipe LCGC telah menyumbang 
pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.066.899.500 dari total 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor jenis Station Wagon, Sedan, dan Jeep 
sebesar Rp202.621.658.628 atau dengan persentase kontribusi yang sementara 
berada di angka 1,02%.  
 
4.2.5 Analisis Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi 
Selatan 
Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan 
target penerimaan, dalam hal ini peneliti mengukur hubungan antara hasil 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target perubahan Pajak 
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Kendaraan Bermotor. Dengan demikian maka rumus yang digunakan untuk 
mengukur efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut. 
 
 
 
 
Semakin besar nilai efektifitas berarti semakin tinggi efektifitas penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Kriteria penilaian efektifitas 
yang digunakan adalah sebagai berikut. 
4. Hasil perbandingan tingkat pencapaian > 100%, berarti sangat efektif 
5. Hasil perbandingan tingkat pencapaian = 100%, berarti efektif 
6. Hasil perbandingan tingkat pencapaian < 100%, tidak efektif 
Dengan mengacu pada kriteria di atas, maka peneliti menghitung efektifitas dari 
pendapatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai berikut. 
 
Tabel 4.13 Tingkat Efektifitas Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi 
Sulawesi Selatan  
Sumber: Data Sekunder DIPENDA Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 
 Realisasi Pajak 
Kendaraan 
Bermotor (Rp) 
Target Pajak 
Kendaraan 
Bermotor (Rp) 
Efektifitas 
(%) 
Keterangan 
2011  527.241.784.976 520.571.390.000 101,28 sangat efektif 
2012 
 
611.497.116.322 624.023.510.000 97,99 tidak efektif 
2013  722.728.730.273 714.433.892.000 101,16 sangat efektif 
2014 
 
813.245.129.812 808.194.220.000 100,62 efektif 
2015  414.909.588.122 869.284.250.000 47.73 tidak efektif 
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Gambar 4.5 Realisasi dan Target Pajak Kendaraan Bermotor  
 
Pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat tingkat efektifitas pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah sebagai berikut. 
1. Pada tahun 2011 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp520.571.390.000 dan 
realisasinya sebesar Rp527.241.784.976. Hal ini menandakan bahwa 
tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 
101,28% (sangat efektif). 
2. Pada tahun 2012 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
ditetapkan oleh pemerintah daerah naik sebesar Rp624.023.510.000 
dan realisasinya sebesar Rp611.497.116.322. Hal ini menandakan  
bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 
menurun menjadi 97,99% (tidak efektif) di tahun 2012 dibanding tahun 
2011. 
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3. Pada tahun 2013 diberlakukan peraturan kendaraan LCGC, target 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh pemerintah 
daerah naik sebesar Rp714.433.892.000 dan realisasinya sebesar 
Rp722.728.730.273. Hal ini menandakan bahwa tingkat efektifitas 
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menurun menjadi 101,16% 
(sangat efektif) di tahun 2013 dibanding tahun 2012. 
4. Pada tahun 2014, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
ditetapkan oleh pemerintah daerah naik sebesar Rp808.194.220.000 
dan realisasinya sebesar Rp813.245.129.812. Namun hal ini 
menandakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor menurun menjadi 100,62% (namun masih digolongkan 
efektif) di tahun 2014. 
5. Pada tahun 2015, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
ditetapkan oleh pemerintah daerah naik sebesar Rp869.284.250.000. 
Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berjalan hingga 
bulan Juni 2015 adalah sebesar Rp414.909.588.122 dengan tingkat 
keefektifan sebesar 47,73%. 
Peningkatan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah berkisar 100 (seratus) miliar rupiah tiap 
tahunnya. Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, hingga 
tahun 2014, jumlah yang diterima besarannya tidak terlalu signifikan apabila 
diperbandingakan berdasarkan target yang ditetapkan. 
Tingkat efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sampai 
dengan tahun 2014, menunjukkan situasi yang naik-turun namun dalam keadaan 
yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2012, terjadi penurunan efektifitas dalam 
penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan tahun 2011. 
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Sedangkan di tahun 2014, efektifitas realisasi peneriman Pajak Kendaraan 
Bermotor juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun 
kisaran persentasenya kurang dari 100% sehingga masih dikatakan efektif. 
Untuk tahun 2015, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan 
sebesar Rp869.284.250.000, dan hingga bulan Juni penerimaan yang telah 
didapatkan sebesar Rp414.909.588.122. Peneliti memprediksi dengan bahwa 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan berkisar lebih dari 100 (seratus) % 
atau sangat efektif. 
 
4.2.6 Kendala dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor 
Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi 
Sulawesi Selatan terkait pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya 
terjadi juga di berbagai Dispenda Provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan 
dengan salah seorang pegawai di Bidang Pajak Daerah, Mila (2015), yang 
mengatakan bahwa pada umumnya kendala-kendala yang dihadapi Dinas 
Pendapatan Daerah di Sulawesi Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor kurang lebih sama dengan di daerah lain. Kendala-kendala tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak 
kendaraan mereka. 
2. Maraknya kendaraan bermotor bernomor polisi daerah lain di wilayah 
Sulawesi Selatan sehingga potensi pendapatan Pajak Kendaraan 
Bermotor tidak dapat dioptimalkan. 
3. Keterbatasan dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor terhadap wajib pajak. 
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4. Kurangnya sarana dan tenaga yang mendukung kenyamanan para 
wajib pajak dalam aktivitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 
5. Sistem dan database yang masih jauh dari standar Internasional 
sehingga masih terjadi error dalam pengelolaanya. 
6. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan 
membayar pajak. 
Untuk meningkatkan efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Mulai melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui 
sistem online. 
2. Membuat layanan unggulan Samsat, seperti 
a. Drive Thru Samsat; 
b. Samsat Keliling, dan 
c. Sms info pajak  
3. Melengkapai sarana dan penambahan jumlah personil pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah untuk setiap UPTD. 
4. Perbaikan sistim dan database Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
5. Melakukan pendataan ulang kendaraan yang terdaftar dan 
terbayarkan di wilayah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya roda empat 
mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak 
Kendaran Bemotor. Selama periode sebelum diberlakukannya aturan 
mengenai mobil LCGC, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 
2011 sebesar Rp527.241.784.976 dan di tahun 2012 sebesar 
Rp611.497.116.322. Setelah diberlakukannya aturan mengenai produksi 
mobil LCGC, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2013 
sebesar Rp722.728.730.273. Untuk tahun 2014, Pajak Kendaraan 
Bermotor sebesar Rp813.245.129.812. Pada tahun 2015 periode Januari-
Juni, Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diterima sebesar 
Rp414.909.588.122. 
2. Mobil-mobil tipe LCGC memberikan kontribusi bagi penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor sebesar 0,51% pada tahun 2013, pada tahun 2014 
sebesar 1,70%, dan 1,02% pada periode Januari-Juni 2015 berdasarkan 
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor jenis  golongan  Station Wagon-
Sedan-Jeep. 
3. Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor periode 2011-2015 menunjukkan 
situasi yang fluktuaktif namun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan. 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 sebesar 
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101,28% dengan menunjukkan keterangan sangat efektif. Pada tahun 
2012 mengalami penurunan menjadi 97,99% yang menunjukkan tidak 
efektif. Efektifitas tahun 2013 kembali meningkat menjadi 101,16%, 
namun terjadi penurunan di tahun 2014 menjadi 100,62%. Tahun 2015 
pada periode Januari hingga Juni menunjukkan efektifitas sebesar 
47.73% dari tahun tersebut. 
 
5.2 Saran  
Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang sesuai 
dengan keinginan peneliti, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran yang 
berhubungan tentang penelitian ini, diantaranya: 
1. Standar ketentuan penggolongan jenis kendaraan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah sebaiknya harus menggunakan standar 
internasional yang berlaku agar penyesuaian data kendaraan tidak 
tumpang-tindih satu sama lain. Selain itu standar yang jelas juga bakal 
mempengaruhi pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor. 
2. Mobil-mobil tipe LCGC sebaiknya dibuatkan standar sendiri untuk 
penggolongan ke dalam jenis kendaraan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah karena ketentuan produksi tipe LCGC telah diatur oleh 
pemerintah. 
3. Penerapan aturan Pajak Kendaraan Bermotor agar terus 
disosialisasikan supaya pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor 
dapat dioptimalkan. 
4. Untuk kendaraan bermotor yang memakai nomor polisi diluar nomor 
polisi daerah Sulawesi Selatan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. 
Hal ini berguna untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari Pajak 
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Kendaraan Bermotor dan meminimalisir potensi pajak yang keluar dari 
wilayah Sulawesi Selatan. 
5. Kekurangan-kekurangan dalam kegiatan pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor agar segera dilakukan pembenahan serta 
perbaikan mengingat potensi pendapatan dari Pajak Kendaraan 
Bermotor sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan sehingga harus dioptimalkan. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan 
yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah sebagai 
berikut. 
1. Data sekunder yang dibutuhkan sangat terbatas. 
2. Data mengenai nilai kepemilikan kedua kendaraan mobil LCGC hanya 
mencantumkan 2 tipe mobil. 
3. Lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
4. Penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) mobil LCGC masih 
memakai harga pasaran tahun 2014 mengingat adanya rencana 
kenaikan harga di akhir tahun 2015. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Apa saja uraian tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
2. Bagaimana sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi 
Selatan? 
3. Dari sekian berbagai jenis mobil yang beredar, jenis apa yang memberikan 
pemasukan terbanyak bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulwesi 
Selatan? 
4. Apa yang menjadi standar baku dalam penggolongan jenis-jenis kendaraan? 
5. Bagaimana cara menentukan dasar pengenaan pajak untuk mobil LCGC? 
6. Maksimalkah pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di 
Sulawesi Selatan? 
7. Tindakan apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor 
di Sulawesi Selatan? 
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PERKEMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN JUNI 2015 
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REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 
SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
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REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
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REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
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REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI 
SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
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REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN PERIODE JANUARI – JUNI 2015 
KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
 
 
